
 

 

 
BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR  10  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 90 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 dan penjabarannya telah 

ditetapkan melalui Peraturan  Daerah Kabupaten  
Bandung Nomor  17 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019; 
 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 
Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Peraturan 
Gubernur Jawa Barat  Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 
dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 

976/Kep.1376-Bappenda/2018 tentang Rincian 
Perkiraan Alokasi DBHCHT Bagian Pemerintah Daerah 

Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 
Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Bandung 

mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non 
Fisik, Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat, 

dan  alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 
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  c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019, dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan 

alokasi DAK Tahun Anggaran 2019, menerima 
Pendapatan Daerah yang bersumber dari bantuan 

keuangan bersifat khusus dan mendapatkan alokasi 
dana bagi hasil cukai hasil tembakau Daerah Tahun 
Anggaran 2019 setelah Peraturan Daerah tentang 

APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan maka 
Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan 

Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun 
Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada 

pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam 
peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 
anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi 

pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan 
APBD tahun anggaran 2019; 

 
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019. 

 
Mengingat : 1. 

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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  5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

 
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  8. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

 
  9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

  
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

 
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009  tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
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  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambaha 
 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

 
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara   (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 
 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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  27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 
 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 
 

  29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

 
  30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);  

 
  31. 

 

 
 

 
 32. 

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan keempat 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 
 

  34. 
 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 
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   35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
 

  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 
 

  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 
 

  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);  
 

  39. 
 

 
 

 
40. 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 01 
Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 1); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 

 
  41. 

 
 

 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17        

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 17 ) 
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MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 90 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

 
 Pasal  I 

 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 

17), diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah sehingga 

pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
   

 Pasal 1 
 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 
semula berjumlah Rp5.107.277.141.876,41 bertambah 
sebesar Rp948.039.069.200,00 sehingga menjadi 

Rp6.055.316.211.075,61 
 

   
 1. Pendapatan 

  a. Semula Rp. 4.418.513.563.748,33 
  b. Bertambah Rp.  948.039.069.200,00 
   Jumlah Pendapatan setelah perubahan 

Rp5.366.552.632.948,33 
 

 2. Belanja 
  a. Semula Rp. 5.107.277.141.876,41 

  b. Bertambah Rp. 948.039.069.200,00 
   Jumlah Belanja setelah perubahan 

Rp6.055.316.211.075,61 

 
    Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

(Rp688.763.578.128,08) 
 

 3. Pembiayaan 
  a. Penerimaan 
   1) Semula Rp. 698.763.578.128,08 

   2) Bertambah Rp.             - 
 

    Jumlah Penerimaan setelah perubahan 
Rp698.763.578.128,08 

 
  b. Pengeluaran 
   1) Semula Rp. 10.000.000.000,00 

   2) Bertambah Rp.              - 
     

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 
Rp10.000.000.000,00 
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   Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan 

Rp688.763.578.128,08 
 

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan Rp.- 

       
2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran Ia, diubah sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran Ia dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
3. Ketentuan Lampiran II Sub Unit Organisasi Dinas 

Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Majalaya, RSUD 
Cicalengka, RSUD Soreang, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketenagakerjaan, 
Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemuda 

dan Olah Raga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja 

Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan 

Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan dan Badan Kesatuan 

Kebangsaan dan Politik diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 

4. 
 

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal 
yaitu Pasal 4A dan 4B yang berbunyi sebagai berikut : 

 
 

                                    Pasal 4A 
  

 Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

ini, selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan 
dalam penyusunan perubahan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019. 
 

 Pasal 4B 

  
 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan 
Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019, dinyatakan masih tetap berlaku. 
 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
 

                       
 

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal  13 Februari 2019 
  

        BUPATI BANDUNG, 
  

  ttd 
 

  
      DADANG M. NASER 
  

Diundangkan di  Soreang  
pada tanggal  13 Februari 2019  

  
   SEKRETARIS DAERAH 

  KABUPATEN BANDUNG, 

 

  
 ttd 

 

 

  

      TEDDY KUSDIANA  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 10   
 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 
Pembina Tk. I 

NIP. 19740717 199803 1 003 

 


